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ABSTRAKSI

Nama : Wahyu Dimas Putra Kusuma
NIM : 201910110311253
Judul . Implementasi UU Cipta Kerja Terkait Perizinan

Tempat Usaha Dalam Penegakan Peraturan Daerah

Tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum
Pembimbing . Ratri Novita Erdianti, SH,. M.H.

Sofyan Arief, SH., M. Kn.

Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja, bahwa perizinan usaha cukup
hanya dengan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission, kegiatan usaha
dan berinvestasi makin dipermudah, secara pengurusan paten dan juga di percepat.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,
pelaku usaha dan kepada pihak terkait mengenai proses mendapatkan izin secara
online dan pemahaman bahwa penerbitan perizinan berusaha menggunakan dasar
dasar UU Cipta Kerja sedangkan batasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan
masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 2018 Tentang
Satuan Polisi Pawong Praja Pasal 5 hanya mengakan sebatas peraturan daerah.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan
spesifikasi penelitian lapangan di dukung dengan data sekunder yang di kaji dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian mengenai Perizinan berusaha
Online Single Submission secara visi dan misi sudah baik dan bisa di akses dimana
pun namun ada beberapa kendala yaitu tidak semua masyrakat di Indonesia
memahami teknologi karena perizinan ~berusaha didapat secara online,
keterbatasanya sarana dan fasilitas untuk mengakses website Online Single
Submission bagi masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di pelosok desa, dan
juga kendala yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
dalam pencegahan,penegakan dan penindakan terhadap tempat usaha yang belum
memiliki perizinan berusaha karena keterbatasan wewenang. Saran yang tepat
adalah perlunya sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengetahui dan paham cara
atau proses mendapatkan perizinan tempat usaha melalui Online Single Submission
serta perlu dilakukan kajian hukum kembali oleh pemerintah agar Undang - undang
cipta kerja khususnya regulasi terkait perizinan tempat usaha agar ada turunan
hukum sampai dengan peraturan daerah.

Kata Kunci: Peraturan Daerah,Undang — undang Cipta Kerja, Ketertiban
Kentraman Masyarakat.
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ABSTRACT

Name :  Wahyu Dimas Putra Kusuma
NIM :201910110311253
Heading : Implementation of the Job Creation Law Regarding

Business Licensing or Business Places in the Enforcement
of Regional Regulations Concerning the Implementation
of Public Order

Supervisor :  Ratri Novita Erdianti, SH,. M.H.
Sofyan Arief, SH., M. Kn..

The government has ratified the Job Creation Law, that business licensing is
sufficient by simply registering through the Online Single Submission system,
business activities and investing are increasingly facilitated, in terms of patent
administration and also accelerated. The purpose of this study is to provide an
understanding to the public, business actors and related parties regarding the
process of obtaining permits online and an understanding that the issuance of
business permits uses the basic principles of the Job Creation Law while the
limitations of the Civil Service Police Unit in Realizing the implementation of public
order, security and protection of the community based on Government Regulation
Number 16 of 2018 concerning the Civil Service Palice Unit Article 5 only refers to
regional regulations. The research method used-is a sociological legal approach
with field research specifications supported by secondary data that is reviewed with
applicable legal provisions. The results of the study on Online Single Submission
Business Licensing in terms of vision and mission are good and can be accessed
anywhere, but there are several obstacles, namely: not all people in Indonesia
understand technology because business licensing is obtained online, limited
facilities and infrastructure to access the Online Single Submission website for
Indonesian people who live in remote villages, and also the obstacles faced by the
Malang Regency Civil Service Police Unit in preventing, enforcing and taking
action against business premises that do not yet have business permits due to limited
authority. The right suggestion is the need for socialization to the community to
know and understand how or the process of obtaining business premises permits
through Online Single Submission and the need for a legal review to be carried out
again by the government so that the Job Creation Law, especially regulations
related to business premises permits, has legal derivatives up to regional
regulations.

Keywords: Regional Regulations, Job Creation Laws, Public Order and Peace.
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